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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG KETERTIBAN WISATA (STUDI PENGELOLAAN
SAMPAH DI PANTAI TANJUNG SETIA KABUPATEN PESISIR
BARAT)

Oleh

JONO PURNOMO

Ketertiban dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik antar stakeholder yaitu
pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakatnya. Bisa jadi tidak tertibnya suatu
usaha rumah makan yang dikelola oleh para pengusaha disebabkan oleh ketidak jelasan
aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau tidak tegasnya pemerintah dalam mengatur
perilaku para pengusaha Pemerintah dalam mengelola dampak negatif pariwisata diatur
melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban wisata. Peraturan
daerah ini dimaksudkan sebagai suatu upaya legal dalam mengelola ketertiban pariwisata
secara baik dan benar guna memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan
pemerintah setempat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat implementasi kebijakan, peneliti
menganalisis menggunakan teori Richard E. Matland dalam Alamsyah (2016). Penelitian
ini menggunakan pengumpulan data melalui tahap observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2018 tentang Ketertiban Wisata di Pantai Tanjung Setia menunjukkan bahwa 1).
Dari teori model Richard Matland tersebut dari 4 ketepatan, 3 diantaranya sudah
masuk/sesuai dalam teori tersebut dan ada 1 ketepatan yang dirasa belum berhasil dalam
implementasi kebijakan ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir Barat yakni ketepatan
target 2). Faktor penghambat implementasi ini berupa kesadaran masyarakat akan
pemahaman ketertiban wisata dan pemahaman wisatawan terhadap kebijakan ketertiban
wisata serta kurangnya aktor kebijakan atau sumberdaya manusia dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan, seperti penyuluh pariwisata.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Pariwisata, Ketertiban Wisata



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NO. 07/2018 ON
TOURISM ORDER (STUDY OF WASTE MANAGEMENT AT TANJUNG
SETIABEACH, WEST PESISIR REGENCY)

By

JONO PURNOMO

Order can be realized if there is good cooperation between stakeholders, namely
the government, business actors and also the community. It could be that the
disorder in a restaurant business managed by entrepreneurs is caused by unclear
regulations made by the government, or the government's lack of firmness in
regulating the behavior of entrepreneurs. The government in managing the
negative impacts of tourism is regulated through Regional Regulation Number 07
of 2018 concerning tourist order. This regional regulation is intended as a legal
effort to manage tourism order properly and correctly in order to have a positive
impact on the environment, community and local government. The method used in
this research is a qualitative method with a descriptive approach. In looking at
policy implementation, researchers analyzed using Richard E's theory. Metland in
Alamsyah (2016). This research uses data collection through observation,
interviews and documentation stages. Based on the research results, the
implementation of Regional Regulation Number 07 of 2018 concerning Tourism
Order at Tanjung Setia Beach shows that 1). From Richard Matland's model
theory, of the 4 accuracy models, 3 of them are included/suitable in the theory and
there is 1 accuracy which is deemed not successful in implementing tourism order
policy in Pesisir Barat Regency, namely target accuracy 2). Factors inhibiting
this implementation include public awareness of understanding tourism order and
tourists’ understanding of tourism order policies as well as the lack of policy
actors or human resources in implementing policy implementation, such as
tourism instructors.

Keywords: Implementation of Regional Regulations, Tourism, Tourism Order
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1.1

BAB |. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pariwisata merupakan bentuk kegiatan wisata yang didukung oleh
berbagai sarana dan prasarana serta mendapatkan layanan yang terdapat
pada masyarakat, pengusaha, serta pemerintah terkait (Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Selain itu, pariwisata
sebagai satu sektor andalan perekonomian bagi Indonesia dapat
memberikan dampak positif dalam pengembangan wilayah serta
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata sudah menjadi
suatu kebutuhan bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yang
memiliki keinginan dari dirinya untuk memberikan dampak posistif dari
kesibukan sehari-hari dalam menjalankan kegiatan. Sehingga, pariwisata
menjadi tempat bagi seseorang untuk menghilangkan rasa penat pada

dirinya.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peranan penting bagi
negara. Hal ini seiring dengan perkembangan serta kontribusi yang
diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan
daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan

tenaga kerja  (https://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian-dampak-

sektor-pariwisata-terhadap-perekonomian-indonesia). Menurut Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas
serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,
dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang
menarik perhatian berbagai kalangan hingga masyarakat mancanegara.

Hal ini tentu didukung dengan kekayaan dan keindahan alam yang


http://www.kemenparekraf.go.id/post/kajian-

dimiliki negara Indoensia, keanekaragaman suku, budaya dan bahasa
serta keragaman makanan khas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi

wisatawan.

Berdasarkan data World Travel And Tourism Council (WTTC),
pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat tumbuh dengan menempati
peringkat ke- 9 di dunia, nomor tiga di Asia, dan nomor satu di kawasan
Asia Tenggara

(https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/mengejar-wisatawan-

premium-di-2020). Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia tidak

hanya memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan negara maupun
daerah, tetapi juga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2009, Tentang Kepariwisataan pasal 3 huruf a, yang menyatakan
bahwa fungsi  kepariwisataan  bertujuan untuk  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap
perekonomian dapat dilihat dari adanya aktivitas dari wisatawan.
Wisatawan yang berkunjung akan mengeluarkan sejumlah biaya, mulai
dari biaya transportasi hingga membeli produk ataupun jasa di tempat
tujuan wisata, seperti biaya akomodasi, cenderamata, makanan, minuman
hingga kegiatan rekreasi dan sebagainya. Melalui aktivitas dibidang
pariwisata tersebut yang akan membuka jalan untuk mendorong kegiatan
dan peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat, melalui
kesempatan membuka usaha, memberikan perluasan kesempatan kerja
hingga meningkatkan pendapatan (Ratna Suryani dkk). Oleh karena itu
pariwisata menjadu penting bagi semua kalangan masyarakat..


https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/mengejar-wisatawan-premium-di-2020
https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/ekonomi/mengejar-wisatawan-premium-di-2020
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Gambar 1. Visualisasi overlay Implementasi Peraturan Daerah

Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2024.

Berdasarkan hasil penelusuran tentang implementasi peraturan daerah
menggunakan aplikasi Vosviewer yang dilakukan oleh peneliti, dari tahun
2019-2021 dapat dilihat bahwa penelitian mengenai ketertiban mulai
banyak dilakukan pada tahun 2020. Konsep yang berkaitan dengan
ketertiban ini juga beragam, dapat dilihat dari analisis vosviewer diatas
terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan ketertiban. Pada tahun
2020 penelitian mengenai ketertiban mulai berkembang dengan model
yang lebih beragam seperti ketertiban wisata, ketertiban umum,
implementasi daerah, studi, pokdarwis, desa wisata, budata dan strategi

dimana model-model tersebut melatarbelakangi adanya ketertiban.
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Gambar 2. Visualisasi density Implementasi Peraturan Daerah

Sumber : Hasil Analisis Vosviewer, 2024.

Keterbaruan dalam penelitian sangat perlu dibutuhkan untuk membedakan
penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Vosviewer diatas dapat
terlihat penelitian mengenai ketertiban sangat beragam. Model yang
berkaitan dengan ketertiban ini tentu berhubungan dengan ketepatan
implementasi dalam melaksanakan peraturan daerah. Menurut Richard E
Matland ada empat faktor yang perlu dipenuhi dalam implementasi
kebijakan agar terselenggaranya implementasi dengan baik yaitu ketepatan
kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan

lingkungan (Alamsyah, 2016).

Masalah  ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan
suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam
melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat
mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk
perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan
hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang

dilakukan oleh orang-perorangandan atau pihak-pihak tertentu lainnya.



Ketertiban dapat terwujud apabila terjalin kerjasama yang baik antar
stakeholder yaitu pemerintah, para pelaku usaha dan juga masyarakatnya.
Bisa jadi tidak tertibnya suatu usaha rumah makan yang dikelola oleh
para pengusaha disebabkan oleh ketidak jelasan aturan yang dibuat oleh
pemerintah, atau tidak tegasnya pemerintah dalam mengatur perilaku
para pengusaha. Pemerintah dalam mengelola ketertiban wisata diatur
melalui Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang Ketertiban
Wisata. Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai suatu upaya legal
dalam mengelola ketertiban pariwisata secara baik dan benar guna
memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan pemerintah

setempat.

Menurut | Ketut Suardana dkk, dalam penelitiannya yang berjudul
“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat di Kawasan Malioboro Yogyakarta”. Dalam Penelitiannya
menunjukkan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kawasan Malioboro sudah
cukup baik. Akan tetapi, masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
rutin agar ketertiban umum senantiasa terjaga. Pemerintah daerah
mengatasi dan mencegah gangguan ketertiban umum bersifat solutif,
sehingga masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku tertuma
melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan
ditertibkannya kawasan objek wisata seperti Malioboro, maka semua
kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang
mengganggu. Selain itu, para wisatawan yang datang berkunjung juga
dapat menikmati liburannya di objek wisata tersebut dan dapat
memberikan kesan yang baik ketika pulang kembali ke daerah asal.
Penelitian lainnya yang ditulis oleh Galang Graha Perkasa dan Sri
Suwitri dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Semarang”.

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan



penyelengaraan kepariwisataan di Kabupaten Semarang belum
maksismal pada bagian maksud dan tujuan, hal tersebut karena di
Kabupaten Semarang belum terdapat badan promosi pariwisata daerah
sebagai saran penyedia informasi yang resmi selain itu juga ada kendala
pada pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sehingga belum tercipta
kemudahan dalam mengurus perizinan. Kemudian, penelitian oleh Kiki
Setiawan dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Menanggulangi
Dampak Negatif Objek Wisata (Studi Kasus di Wisata Pantai Tanjung
Setia Kecamatan Pesisir Selatan)”. Dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam
menanggulangi dampak negatif objek wisata di Pantai Tanjung Setia
Kecamatan Pesisir Selatan sudah sangat jelas dengan kebijakan yang
dikeluarkan yaitu peraturan daerah nomor 7 tahun 2018. Pandangan
siyasah dusturiyah sudah menjalankan sebagai pemimpin (ulil-amri)
karena dalam peratuturan tersebut terdapat maslahah (manfaat) bagi
masyarakat setempat dan menghilangkan kemudharatan. Ketiga
penelitian diatas merupakan bentuk implementasi dengan mnelihat sudut
pandang hukum dan agama. Ketiga penelitian tersebut memiliki tujuan
yang sama dalam penelitiannya vyaitu untuk mendeskripsikan

penyelenggaraan implementasi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat merupakan lembaga dinas yang
berwenang atas penyelenggaraan sektor pariwisata di Pesisir Barat.
Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat segala bentuk wisata
yang memiliki potensi dapat dikembangkan menjadi objek wisata di
Pesisir Barat. Beberapa objek wisata yang dimiliki Kabupaten Pesisir

Barat diantaranya:



Tabel 1. Data Objek Wisata Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022

No. Daya Tarik Wisata

1 Pantai Labuhan Jukung

2 Pantai Walur

3 Pantai Mandiri

4, Pantai Tanjung Setia

5. Pantai Melasti

6 Pelabuhan Kuala Stabas

7 Repong Damar Pahmungan
8 Air Terjun Way Karang

9. Gua Matu

10.  Pulau Pisang

11.  Batu Tihang

12.  Pantai Pugung Penengahan
13.  Keramat Menula

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022

Data penyajian diatas merupakan daftar daya tarik wisata Pesisir Barat
yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Pesisir Barat. Terlihat pada data
tersebut, wisata pantai mendominasi jenis wisata yang ada di Pesisir Barat.
Setiap daya tarik wisata memiliki kekhasan dan ciri yang dimiliki oleh
setiap pariwisata. Sebagai contoh wisata pantai Tanjung Setia yang sudah
dikenal pada kalangan wisatawan internasional yang memiliki deburan

ombak yang cocok untuk berselancar.

Pantai Tanjung Setia merupakan wisata unggulan yang terdapat di
Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut didukung dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017-2037. Sesuai
dengan pasal 3 tentang tujuan penataan ruang wilayah dimaksudkan untuk
mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis
industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal
dan kelestarian lingkungan. Letak Pantai Tanjung Setia yang dekat dengan
Jalan Lintas Sumatera menjadikannya mudah dijangkau oleh wisatawan.
Para wisatawan lokal maupun internasional mengunjungi Pantai Tanjung
Setia untuk menikmati keindahan pantai sekaligus tempat berolahraga
selancar karena dikenal dengan gulungan ombak yang tinggi hingga 200
meter dalam jangka waktu tertentu. Melalui Kepala Dinas Pariwisata
Pesisir Barat | Nyoman Setiawan menuturkan jumlah wisatawan yang

berkunjung di Pesisir Barat pada tahun 2022 mencapai angka 26.107



wisatawan. Jumlah kunjungan tersebut meningkat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya vyaitu tahun 2021 dengan jumlah 74 wisatawan.
Kenaikan jumlah kunjungan tersebut salah satunya diperngaruhi adanya
penyelenggaraan kegiatan World Surf League (WSL) Krui Pro QS. 5000

yang memicu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Meski Pantai Tanjung Setia telah banyak m,enarik banyak pengunjung dan
masuk di berbagai kategori penghargaan di bidang Pariwisata namun saat
ini kondisi di Pantai Tanjung Setia perlu diperhatikan lebih lanjut.
Permasalah di Pantai Tanjung Setia berawal dari timbulnya sampah di
lokasi tempat wisata. Keberadaan tempat berjualan dan kegiatan
kunjungan wisatawan yang ramai memiliki permasalahan yang cukup
kompleks yaitu lingkungan disekitar tempat berjualan tersebut adalah
persampahan yang merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena
dalam semua aspek kehidupan selalu dihasilkan sampah. Sampah akan
terus bertambah seiring dengan banyaknya aktifitas jual beli yang disertai
semakin besarnya jumlah wisatawan. Dikutip dari Wari (2021) pada laman
kabarindoraya.com bahwa ditemukan kasus asusila pada salah satu
destinasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat, Tempat wisata yang
seharusnya menjadi destinasi yang menyenangkan untuk dinikmati namun

harus tercemar dengan adanya perbuatan asusila tersebut.

Permasalahan yang muncul memerlukan alternatif kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut.
Kebijakan sebagai hasil dari proses yang dilewati para pembuat kebijakan.
Dengan bahan masukan berbagai pertimbangan dan kemungkinan-
kemungkinan yang telah diperhitungkan secara matang. Kebijakan yang
dihasilkan dari berbagai kehidupan masyarakat, secara tidak langsung
maupun langsung menciptakan nilai yang akan membentuk batasan-
batasan tertentu bagi masyarakat untuk melakukan dan tidak melakukan

sesuatu.
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Berdasarkan hal tersebut, tentunya keadaan tersebut menjadi salah satu
permasalahan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran
dalam menikmati destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Pesisir Barat.
Aturan di tempat wisata dibuat untuk dipatuhi, bukannya dilanggar.
Adanya peraturan di tempat wisata tersebut untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan wisatawan saat menikmati liburan di destinasi wisata
tersebut. Namun terkadang masih banyak beberapa oknum yang
melanggar aturan tersebut. Alhasil banyak wisatawan yang tidak nyaman
dan aman berada di lingkungan tersebut. Secara tidak langsung, hal
tersebut dapat merugikan pihak pengelola wisata ataupun warga sekitar. Di
semua tempat wisata terdapat berbagai peraturan yang perlu ditaati oleh
wisatawan yang datang berkunjung. Peraturan tersebut bisa berbeda-beda
dengan yang lainnya, namun secara garis besar terdapat kesamaan tujuan

yakni menyangkut kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Berdasarkan latar belakang tersebu dengan melihat implementasi peraturan
daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 07 tahun 2018 tentang ketertiban
Wisata. Oleh karena itu penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian
terkait “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia
Kabupaten Pesisir Barat)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang
hendak dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018
Tentang Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah di Pantai
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat) ?

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata
(Studi Pengelolaan Sampah di Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir

Barat) ?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk mendeskrispikan tentang pelaksanaan Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi
Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir
Barat)

Untuk menjelaskan  faktor penghambat dalam pelaksanaan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung
Setia Kabupaten Pesisir Barat)

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan,
pengetahuan dan informasi khususnya bagi penulis, serta pihak-pihak
lain pada umumnya yang tentunya berkaitan langsung dengan
Implementasi Kebijakan.

Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan
informasi mengenai sejauh mana implementasi pelaksanaan kebijakan
ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan bagi peneliti

selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.



2.1

BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam
menentukan langkah sistematis pada konsep maupun teori. Penulis
menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam
menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu berguna
untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
yang
menggunakan beberapa penelitian yang menjadi referensi yang relevan

Untuk mendukung pemahaman lebih  mendetail, peneliti
dalam memperkaya kajian pada penelitian yang dilakukan. Berikut
merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang

dilakukan:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian

Penelitian

Suardana | Ketut, dkk
(2023). Implementasi
Peraturan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Ketentraman,

Ketertiban Umum
Kawasan Malioboro
Yogyakarta

Bahwa implementasi Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Ketentraman, Ketertiban Umum
Dan Perlindungan Masyarakat
di Kawasan Malioboro sudah

Ketertiban Umum cukup baik. Akan tetapi, masih
Dan Perlindungan perlu dilakukan monitoring dan
Masyarakat Di evaluasi rutin agar ketertiban
Kawasan Malioboro umum  senantiasa  terjaga.
Yogyakarta Pemerintah daerah mengatasi
dan  mencegah  gangguan
ketertibpan ~ umum  bersifat
solutif, sehingga masyarakat

dapat memahami hukum yang
berlaku tertuma melalui
kegiatan pendidikan, sosialisasi
dan bimbingan teknis. Dengan
ditertibkannya kawasan objek
wisata seperti Malioboro, maka
semua kegiatan masyarakat
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No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
dapat berjalan dengan baik
tanpa ada hambatan yang
mengganggu. Selain itu, para
wisatawan yang datang
berkunjung juga dapat
menikmati liburannya di objek
wisata tersebut dan dapat
memberikan kesan yang baik
ketika pulang kembali ke
daerah asal
2. Galang Graha Keberhasilan menunjukkan bahwa
Perkasa dan  Sri implementasi implementasi kebijakan
Suwitri (2018). menurut Merilee S. penyelengaraan kepariwisataan
Implementasi Grindle (dalam di Kabupaten Semarang belum
Peraturan Daerah  Subarsono, 2011: 93) maksismal pada bagian maksud
Nomor 4 tahun 2014 dipengaruhi oleh dua dan tujuan, hal tersebut karena
tentang variabel besar, yakni di Kabupaten Semarang belum

Penyelenggaraan
Kepariwisataan di
Kabupaten Semarang

3. Kiki Setiawan (2022).

Tinjauan Figih
Siyasah  Dusturiyah
terhadap  Kebijakan
Pemerintah
Kabupaten Pesisir
Barat dalam
Menanggulangi
Dampak Negatif
Objek Wisata (Studi
Kasus di  Wisata
Pantai Tanjung Setia
Kecamatan Pesisir
Selatan).

isi kebijakan (content

of policy) dan
lingkungan
implementasi

(context of

implementation).

Tinjuan Figih Siyasah
Dusturiyah

terdapat badan promosi
pariwisata daerah sebagai saran
penyedia informasi yang resmi
selain itu juga ada kendala pada
pelayanan pendaftaran usaha
pariwisata  sehingga belum
tercipta  kemudahan dalam
mengurus perizinan

menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah Kabupaten Pesisir
Barat dalam menanggulangi
dampak negatif objek wisata di
Pantai Tanjung Setia
Kecamatan  Pesisir  Selatan
sudah sangat jelas dengan
kebijakan yang dikeluarkan
yaitu peraturan daerah nomor 7
tahun 2018. Pandangan siyasah
dusturiyah sudah menjalankan

sebagai pemimpin (ulil-amri)
karena  dalam  peratuturan
tersebut  terdapat maslahah
(manfaat) bagi masyarakat

setempat dan menghilangkan
kemudharatan.

Sumber: Diolah peneliti, 2024
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan,
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan pada
metode penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif
deskriptif serta fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan. Perbedaan
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu
yaitu perbedaan lokasi penelitian yang pada penelitian ini akan dilakukan
Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat serta teori yang akan digunakan
untuk menganalisis pelaksanaan implementasi kebijakan ketertiban wisata,
pada penelitian ini menggunakan teori milik Richard E. Matland
(Alamsyah, 2016) vyaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan,
ketepatan target, dan ketepatan lingkungan dimana pada penelitian
sebelumnya teori ini belum pernah dilakukan dalam penelitian khususnya

kebijakan ketertiban wisata.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah bentuk tata kelola negara
(governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya.
Kebijakan yang melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, dapat
berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan merujuk pada serangkaian
tindakan yang memiliki tujuan. Kebijakan memiliki outcomes di masa
depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari
proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga

melibatkan peran dari para agen kebijakan.

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum,
kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan
bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat
untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam
mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan
bermacam-macam, di antaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan
masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2)

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan,
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pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3)
memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi
masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan
peningkatan ekspor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang
merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang

perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.

Istilah kebijakan sering digunakan dalam menunjuk perilaku seseorang
yang memiliki wewenang yang jelas dalam suatu bidang kegiatan yang
dipimpin. Menurut David Easton, (Suaib, 2016) kebijakan publik adalah
pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.
James E. Anderson Anderson dalam (Suaib, 2016) menyatakan bahwa
kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan
pejabat pemerintah. Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan
karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson
(Eko Handoyo, 2012) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan
publik diantaranya adalah setiap kebijakan memiliki tujuan. Dalam
Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada
kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin hendak
diselaikan, tidak perlu dibuat kebijakan. Kebijakan tidak berdiri sendiri,
terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan
berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat,

berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa
yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.
Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa
pengarahan dalam melaksanakannya. Kebijakan didasarkan pada hukum,
karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk

mematuhinya.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, kebijakan publik
dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah yang
dilakukan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun
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tidak melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai.
Sebuah kebijakan tentunya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang
di rancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh
publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan
tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga

yang memiliki legistimasi dalam sistem pemerintahan.

Dalam pelaksanaan praktik kebijakan publik perlu upaya pengembangan
mekanisme jaringan aktor. Melalui mekanisme pembuatan jaringan aktor
sehingga, tercipta jalur-jalur yang bersifat informal, yang ternyata cukup
bermakna untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sukar untuk
dipecahkan (Rushananto, 2014). Menurut Nugroho (Meutia, 2017)
terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena
maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan
nasional;

2. kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah diukur, karena mremiliki
ukuran yang jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita
sudah ditempuh. Kebijakan publik memiliki sifat mengikat dan harus
dipatuhi oleh setiap gmasyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan
publik tersebut dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan

disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi  kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna
pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur,
dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam
upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program
(Winarno  Budi, 2012). Implementasi adalah bentuk kegiatan
mendistribusikan  keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para

implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan
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tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika hasil
kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok

sasaran.

Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses
formulasi atau perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga
implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bentuk tindakan yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diarahkan
pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah tetapkan. Hasil dari pelaksanaan
kebijakan merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari
pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap pelaku kebijakan memiliki
kepentingan sendiri yang beragam sehingga penerimaan terhadap

implementasi akan beragam pula.

Warwick sebagaimana dikutip (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan
implementasi  kebijakan sebagai kesepakatan sumber daya untuk
menjalankan program, pelaksanaan implementasi harus berhubungan
dengan tugas-tugas, lingkungan, dan kelompok terkait. Menurut Pressman
dan Wildavsky (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan implementasi
kebijakan sebagai bentuk kegiatan untuk melaksanakan sebuah kebijakan,
pemenuhan janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan untuk
menghasilkan keluaran kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam tujuan
kebijakan, dan untuk menyelesaikan langkah yang harus diwujudkan
sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan
dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan
struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang
ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapakan di lapangan dan
mampu menghasilkan output dan outcomes, seperi yang sudah

direncanakan atau tidak.

Hill and Hupe (Eko Handoyo, 2012) menyebutkan implementasi kebijakan
sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan.
Implementasi adalah apa yang dilakukan sesuai dengan keputusan yang
telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan dalam
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implementasi yaitu perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan. Van
Meter dan van Horn (Eko Handoyo, 2012) mengemukakan implementasi
kebijakan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.
Tindakan tersebut mencakup berbagai usaha untuk mengubah keputusan
menjadi bentuk tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun
dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan
realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai
dengan pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa tugas
implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkinkan
tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi
pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
(Tresiana & Duadji, 2019).

Berdasarkan dari beberapa pengertian implementasi menurut para ahli di
atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dimulai
jika tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum dirumuskan menjadi sebuah
kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang
dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Ada berbagai macam bentuk model implementasi kebijakan publik.
Masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan. Model,
proses atau ukuran untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan

dikemukakan oleh banyak ahli di bidang kebijaka publik. Berikut ini
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beberapa model implementasi kebijakan yang diambil peneliti sebagai
bentuk perbandingan dalam teori implementasi antara lain:

1. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier dinamakan dengan model Kerangka
Analisis Implementasi. Proses dalam implementasi dibagi menjadi tiga
variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah
dapat dikendalikan, bertepatan dengan indikator masalah teori dan
teknis penyelenggaraan, keragaman objek, dan perubahan yang
dikehendaki.Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemapuan
kebijakan dalam menstrukturkan berbagai tahap implementasi dengan
indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori kausal,
ketepatan alokasi pada sumber dana, keselarasan hierarkis di anatara
lembaga pelaksana, aturan pelaksaana dari lembaga pelaksana,
penerimaan pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar, serta
variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi
yang berkaitan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi,
dorongan publik, dorongan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen
dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga, variabel
dependen, yaitu tahapan proses implementasi dengan lima tahapan,
yakni pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata,
penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepda

revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut.

2. Model Implementasi Kebijakan Edward

George Edward 11l menekankan bahwa masalah utama administrasi
publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi
kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang
efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan
baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, edward
menyebutkan empat isu pokok yang perlu diperhatikan. Pertama,

komunikasi, berkaitan dengan bagaimana proses kebijakan
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dikomunikasikan dengan organisasi atau publik, ketersediaan sumber
daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak terlibat dan bagaimana
struktur organisasi pelaksana kebijakan. Kedua, Sumber daya,
berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya
sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang peling utama dalam
tahapan ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan
mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Ketiga, komitmen,
berkaitan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementor
untuk mengimplementasikan kebiajakn secara efektif. Keempat,
struktur birokrasi, yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi pelaksana implemntasi kebijakan publik.
Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bagaimana dalam
implementasi tidak terjadi fragmentasi birokrasi, karena struktur
tersebut dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
publik.

Model Richard E. Matland

Model Richard E. Mattland dalam Alamsyah (2016) berpendapat
bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang
dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Pada
prinsipnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi

dalam hal implementasi kebijakan, yaitu:
1) Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejaun mana kebijakan yang
ada telah mampu untuk menyelesaikan masalah. Apakah kebijakan
tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang
hendak diselesaikan ataukah belum? dan apakah kebijakan tersebut
dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai

dengan karakter kebijakan yang diimplementasikan
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2) Ketepatan Pelaksanaan

3)

4)

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan,
yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta,
dan implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang
bersifat monopoli, seperti pembuatan kartu tanda penduduk, atau
mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti
pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh
pemerintah. Kemudian kebijakan yang bersifat memberdayakan
masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya
menjadi  tanggung-jawab  eksekutif  (pemerintah)  bersama
masyarakat. Sedangkan kebijakan yang bertujuan untuk
mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana
perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak akan
efektif melaksanannya sendiri, maka sebaiknya dilakukan kepada

masyarakat.

Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan pertanyaan apakah target yang
menjadi tujuan sudah seseau dengan kebijakan yang dirancang,
apakah tidak akan ada tumpang tindih dengan intervensi atau
program lainnya, apakah target pelaksanaan dalam kondisi siap
untuk diintervensi atau tidak, apakah intervensi implementasi
kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi
kebijakan yang sudah terdapat sebelumnya. Unsur pertanyaan

tersebut penting dipertanyakan dalam implementasi kebijakan.

Ketepatan lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam ketepatan
lingkungan yaitu lingkungan internal kebijakan yang terdapat
interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana
kebijakan dengan lembaga yang terkait dan lingkungan eksternal

kebijakan yang terdapat persepsi publik (public opinion) terhadap
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kebijakan serta implementasinya, terdapat interpretasi dari lembaga
strategis pada masyarakat seperti media massa, kelompok
kepentingan serta terdapat individu yang dapat mempunyai
peranan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan

implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori menurut Richard E. Matland
dimana berpandang bahwa implementasi secara administratif
adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi
birokrasi pemerintahan. Terdapat empat kriteria yang harus
dipenuhi implementasi menurut Richard E. Matland yaitu
ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan

ketepatan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi alasan dari peneliti menggunakan
teori Richard E. Matland karena di wisata Pantai Tanjung Setia merupakan
destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun
internasional, terbukti dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan
yang mencapai angkat 26.107 wisatawan. Dengan demikian risiko
timbulnya dampak negatif wisata pada wilayah tersebut memungkinkan
terjadi. Dalam hal ini penegakan kebijakan perlu ditegaskan dalam
menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan. Peraturan daerah
menjadi alternatif penegakan kebijaakan yanhg mampu menanggulangi
dampak negatif dalam wisata. Sehingga peneliti ingin tahu terlebih dalam
proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Wisata dengan menggunakan teori Richard E. Matland.
Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menjelaskan
bagaimana proses Implementasi Peraturan Daerah 07 Tahun 2018 tentang
ketertiban wisata dalam menanggulangi dampak negatif objek wisata

pantai Tanjung Setia.
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Konsep Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk bersenang-senang
yang terdapat di tempat tujuan tersebut baik itu wisata alam, wisata
budaya, atau wisata buatan manusia. Tujuan adanya pariwista
dimaksudkan dapat menunjang gerak pembangunan daerah setempat serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Richard Sihite dalam Marpaung dan Bahar (2000) menjelaskan
definisi pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk
sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain
meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan
maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah. Menurut definisi yang
lebih luas yang dikemukakan oleh Kodhyat (1983) pariwisata adalah
perjalanan dari satu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan
perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan
kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya,
alam, dan ilmu. Selanjutnya menurut Musanef (1995) mengartikan
pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara
waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk
menikmati perjalanan bertamasya dan berekreasi. Dalam undang-undang
nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata
adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai
bentuk fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha
serta pemerintah setempat.

Beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pariwisata, dapat
ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan untuk menikmati berbagai bentuk wisata dengan tujuan dapat
memberikan dampak positif terhadap wisatawan dan terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pariwisata dapat terbentuk jika
ada pelaku wisata yang mempunyai motivasi untuk melakukan perjalanan

wisata, memiliki ketersediaan infrastruktur pendukung serta keberadaan
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objek wisata yag didukung dengan sistem promosi dan pemasaran secara
baik serta pelayanan terhadap para pelaku wisata.

Pariwisata sendiri memiliki hubungan erat dengan pengertian perjalanan
wisata, dimana hubungan tersebut sebagai suatu perubahan tempat tinggal
sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena memiliki alasan dan
bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan upah. Selaras
dengan definisi yang dikemukakan World Tourism Organization (WTO),
pariwisata diartikan sebagai kegiatan seseorang atau lebih yang berpergian
ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa. Menururt
Ridwan (2020), ada tiga persyaratan yang diperlukan suatu perjalanan

dapat dianggap sebagai perjalanan wisata, yaitu:

1) Harus bersifat sementara
2) Harus bersifat sukarela

3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Sebagai sebuah penggerak roda perekonomian pariwisata juga memiliki
hubungan dengan segala bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan
dampak bagi objek wisata serta lingkungan sekitar objek wisata. Dampak
tersebut tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun terdapat
dampak negatif yang dapat merugikan objek wisata. Sehingga dengan
adanya dampak tersebut perlu adanya upaya yang dilakukan untuk
mencegah serta mengurangi dampak negatif agar terciptanya pariwisata

berkelanjutan.

Pengertian kepariwisataan sendiri terdapat empat faktor yang harus ada
dalam batasan suatu definisi pariwisata. Menurut Yoeti (2008) pariwisata

harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan
dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
2) Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang,

tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
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3) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara
asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh
karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan;
dan

4) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih.

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia masih memiliki

peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional,

sekaligus merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Pariwisata

memiliki beberapa jenis yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun menurut

Pendit (2004) ada beberapa pariwisata yang sudah dikenal antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk
memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan
kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan,
kebiasaan, dan adat istiadat yang ada, cara hidup masyarakat sekitar,
kebudayaan dan seni yang dimiliki oleh tempat tersebut.

Wisata kesehatan yaitu perjalanan seseorang bisa tawan dengan tujuan
untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia
tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan
rohani.

Wisata olahraga yaitu wisatawan wisatawan yang melakukan bentuk
perjalanan dengan tujuan berolahraga atau dengan sengaja bermaksud
mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga dalam satu tempat atau
negara.

Wisata industri yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar
atau mahasiswa atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah
yang disebut dengan industri dengan maksud dan tujuan untuk
mengadakan peninjauan atau penelitian

Wisata bahari yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan wisata seperti

danau, pantai atau laut.
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Wisata komersial yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran -
pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri,
pameran dagang dan sebagainya.

Wisata Cagar alam yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh
sebuah agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha
dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung
hutan, daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi
oleh undang-undang.

Wisata bulan madu yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-
pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-

fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Kepariwisataan selalu dikaitkan sebagai mesin ekonomi karena penghasil

devisa bagi pembangunan ekonomi suatu negara, namun kepariwisataan

mempunyai tujuan yang berdasarkan paradigma baru bagi suatu negara
(Muljadi & Andri Warman, 2019) diantaranya:

1.

Persatuan dan kesatuan bangsa

Kepariwisataan dapat menimbulkan perasaan bangga dan cinta kepada
negara dengan Kkegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh
masyarakatnya ke berbagai destinasi tujuan, sehingga dengan banyaknya
masyarakat yang melakukan kunjungan wisata selain tempat tinggalnya
maka akan muncul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan
filosofi kehidupan masyarakat yang menjadi tujuan sehingga
menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

Pengurangan kemiskinan

Kepariwisataan harusnya dapat memberikan kesempatan bagi seluruh
masyarakat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Wisatan yang
berkunjung ke destinasi wisata di suatu daerah seharusnya menimbulkan
manfaat yang sebesar-besarmya bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat. Dengan hal itu, pariwisata akan mampu memberi

andil yang besar dala pengurangan kemiskinan.



27

. Pembangunan berkesinambungan

Keindahan alam, kekayaan adat budaya dan keramahtamahan masyarakat,
sedikit sekali sumber daya yang habis untuk mendukung kegiatan ini.
Berdasarkan contoh pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi
pariwisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari
pembangunan kepariwisataan.

. Pelestarian Budaya

Kepariwisataan dapat memberikan partisipasi nyata dalam upaya
pelestarian budaya suaru negara atau daerah yang mencangkup
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah.
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
(UNESCO) menyebutkan bagwa kegiatan pariwisata merupakan media
utama dalam melestarikan budaya. Dengan demikian, sudah seharusnya
bagi suatu negara untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai
pendorong pelestarian kebuayaan di berbagai suatu negara.

. Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia

Kepariwisataan sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sektor kehidupan
masyarakat yang semakin maju. Pada beberapa kelompok masyarakat
tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisatan bahkan telah dihubungkan
dengan hak asasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang
lebih panjang.

. Peningkatan ekonomi dan industri

Kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan mestinya
dapat memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi disutau destinasi
pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di
bidang pariwisata akan memberikan kesempatan kepada UMKM setempat
untuk berkontribusi dalam penyediaan barang ataupun jasa.

. Pengembangan teknologi

Kebutuhan teknologi yang besar khususnya teknologi industri, mampu
mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemapuan penerapan
teknologi terkini mereka. Mengingat, kepariwisataan mempunyai sifat

yang kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan
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wisatawan ke suatu destinasi pariwisata. Dengan demikian, perlunya
pengembangan teknologi yang maju dan tepat guna agar mampu

memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya.

Berdasarkan paparan pernyataan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan
bahwa pembangunan pariwisata akan memberikan dampak manfaat bagi
masyarakat dan pemerintah setempat yang lebih luas dan fundamental.
Kepariwisataan menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dengan
pembangunan suatu daerah dan terintegrasi pada kerangka peningkatan
kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono dalam (Aviandani, 2022) terdapat beberapa faktor

penghambat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

1. Isi kebijakan
Kegagalan suatu Kkebijakan atau program dapat terjadi karena
ketidakjelasan isi kebijakan yang dilaksanakan, tujuan yang tidak
terperinci, kurangnya ketetapan dari internal dan eksternal kebijakan
atau program, serta terdapat kekurangan waktu, biaya/dana, sumber
daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Informasi
Informasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan sebuah
program dimana para pemegang peran atau implementor kebijakan
perlu memiliki informasi mengenai program yang dilaksanakan agar
masing-masing pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik. Kekurangan informasi atau miskomunikasi yang terjadi
dalam proses implementasi dapat menjadi faktor penghambat dalam

keberhasilan implementasi.
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3. Dukungan
Dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja dukungan
dari berbagai pihak sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu
kebijakan atau program. Suatu kebijakan atau program akan sulit untuk
diimplementasikan apabila tidak mendapatkan dukungan untuk
melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

4. Pembagian potensi
Pembagian potensi ini berkaitan dengan perbedaan antara tugas dan
wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat
menimbulkan masalah apabila terdapat pembagian tugas dan
wewenang yang kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh
pelaksana kebijakan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi faktor

pengahambat dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

Regulasi yang Mengatur

Pengertian peraturan perundang-undangan mempunyai ragam arti seperti
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketentuan dan
peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat,
Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara yaitu
presiden atau kepala pemerintahan dan mempunyai kekuatan yang
mengikat. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
tersebut terdapat beberapa unsur yang penting dalam dalam pengertian
undang-undang seperti sebuah ketentuan yang mutlak yang harus
dijalankan, peraturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa

dan memiliki makna hukum yang mengatur.

Pengertian lain oleh Koernimanto Soetopawiro yang mengartikan undang-
undang adalah sama dengan arti konstitusi, yang berarti dalam membuat
sesuatu untuk berdiri. Jadi definisi undang-undang menurut Koernimanto
Soetopawiro diartikan sebagai sebuah upaya dalam menetapkan sesuatu

secara bersama-sama.
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Selain dari kedua pengertian diatas pengertian undang-undang menurut
undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan Yyang
dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang
dapat berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau badan yang
berwenang serta dapat mengikat setiap orang.

Dari ketiga pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa undang-undang adalah produk hukum yang telah disahkan oleh
badan legislatif atau badan yang berwenang lainnya yang memiliki sifat
mengikat pada sebuah wilayah atau negara tertentu. Dalam membentuk
suatu peraturan perundang-undangan terdapat enam asas umum yang perlu

dicantumkan dianataranya sebagai berikut:

1) Suatu undang-undang tidak bersifat surut. Dalam pengertian asas ini
undang-undang hanya mengikat untuk di masa mendatang dan tidak
mempunyai kekuatan yang berlaku surut. Pada pasal 1 ayat 1 dalam
kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “tiada peristiwa dapat
dipidana yang mendahulukan.” Dari asas ini dapat diartikan bahwa
undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang
disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-
undnang dinyatakan berlaku.

2) Undang-undang tidak bisa di ganggu gugat. Asas ini berarti adanya
suatu kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpan dari
undang-undang dasar dan hakim atau siapapun tidak mempunyai hak
uji materil terhadap undang-undang tersebut dan hak tersebut hanya
dimiliki oleh pembuat undang-undang.

3) Undang-undang sebagai sarana yang dapat digunakan semaksimal
mungkin guna mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi
masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan.

4) Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang
yang lebih rendah. Dalam asas ini dijelaskan bahwa peraturan
perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur hal
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yang sama. Konsekuensi hukum asas ini adalah, undang-undang yang
dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang
tinggi pula, undang-undang yang memiliki kedudukan rendah tidak
dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, undang-
undang hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah dengan perundang-
undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

5) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-
undang yang bersifat umum. Dapat diartikan bahwa apabila ada dua
macam ketentuatan peraturan perundang-undangan yang setingkat
kedudukannya dan berlaku dalam waktu yang sama dan saling
bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang
khusus sebagai dasar hukum.

6) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang terdahulu dalam artian undang-undang yang lama menjadi
tidak berlaku apabila penguasa yang memiliki wewenang
memberlakukan undang-undang yang baru dalam hal mengatur objek

yang sama dan undang-undang tersebut memiliki tingkatan yang sama.

Regulasi utama terkait dengan pariwisata adalah Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang tersebut
menyebutkan berbagai ketentuan pada kepariwisataan mulai dengan asas,
fungsi dan tujuan kepariwisataan hingga pelatihan sumber daya manusia,
standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja. Regulasi terkait dengan penelitian
ini adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban
Wisata. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata
merupakan peraturan yang ditetapkan dalam rangka mengatur pola
ketertiban wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Ketertiban wisata
adalah suatu keadaan Kkegiatan kepariwisataan di daerah dapat
dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan ini menyebutkan berbagai
bentuk asas dan tujuan ketertiban wisata, pembangunan kepariwisataan,
penyelenggaran usaha pariwisata, kawasan strategis wisata, hak dan

kewajiban serta larangan dalam wisata.
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Kerangka pikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah suatu integrasi yang
mencerminkan keterkaitan anatara variabel yang diteliti dan merupakan
tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan
hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi dengan
penjelasan kualitatif. Kerangka berpikir membahas tentang bagaimana
suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

masalah yang penting.

Kondisi awal pada wisata Pantai Tanjung Setia merupakan sektor wisata
unggulan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat. Wisata Pantai Tanjung
Setia menjadi pilihan dalam menghabiskan waktu untuk berlibur.
Peningkatan kunjungan wisatawan ditambah dengan kegiatan bertaraf
internasional menjadi satu pemicu peningkatan kunjungan wisata di Pantai
Tanjung Setia. Tak dapat dipungkiri dampak negatif pada wisata Pantai
Tanjung Setia menjadi aspek yang perlu diperbaiki demi terwujudnya
pariwisata berkelanjutan. Melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor
7 Tahun 2018 tentang ketertiban wisata merupakan langkah upaya
menanggulangi pengelolaan sampah wisata di Pantai Tanjung Setia.
Sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
tersebut, dapat menjadi alternatif tentang menanggulangi dampak
pembuangan sampah wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat.
Adapun kerangka berpikir untuk memudahkan mengetahui jalan penelitian

sebagai berikut:



Peningkatan kunjungan wisatawan di
wisata Pantai Tanjung Setia Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2022
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}

Timbulnya pembuangan sampah
sembarangan di wisata Pantai
Tanjung Setia

Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Wisata (Studi

— pengelolaan sampah wisata
Pantai Tanjung Setia Kabupaten
Pesisir Barat

!

Teori Richard E. Marthand
berpendapat bahwa implementasi
dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

Ketepatan kebijakan
Ketepatan pelaksanakan
Ketepatan Target
Ketepatan Lingkungan

el A

\4

Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban
Wisata

Gambar 3. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024
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BAB Ill. METODE PENELITIAN

Tipe dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek
yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan
secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,
dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.
Menurut Erickson (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif
berusaha untuk menggambarkan dan menemukan secara naratif kegiatan
yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang diajukan sehingga
memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka
memahami dan menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07
Tahun 2018 Tentang Ketertiban Wisata (Studi Wisata Pantai Tanjung Setia

Kabupaten Pesisir Barat).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan suatu susunan permasalahan yang akan
dibahas dan dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini dimaksudkan
untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna

memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong,
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2016). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada

tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk mendeskrispikan bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Tentang

Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung

Setia Kabupaten Pesisir Barat). Peneliti menggunakan teori Richard E.

Matland dengan empat indikator yang dominan bagi suksesnya

implementasi kebijakan, yaitu:

1)

2)

Ketepatan kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan
yang ada telah mampu untuk menyelesaikan masalah. Apakah
kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter
masalah yang hendak diselesaikan ataukah belum? dan apakah
kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan yang
diimplementasikan

Ketepatan Pelaksanaan

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana
kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah
masyarakat/swasta, dan implementasi kebijakan yang
diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli, seperti
pembuatan kartu tanda penduduk, atau mempunyai derajat
politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan
keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian
kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti
penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-
jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. Sedangkan
kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan
kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola,
atau dimana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya

sendiri, maka sebaiknya dilakukan kepada masyarakat.
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3) Ketepatan Target
Ketepatan target berkenaan dengan pertanyaan apakah target
yang menjadi tujuan sudah seseau dengan kebijakan yang
dirancang, apakah tidak akan ada tumpang tindih dengan
intervensi atau program lainnya, apakah target pelaksanaan
dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak, apakah
intervensi  implementasi  kebijakan bersifat baru atau
memperbaharui implementasi kebijakan yang sudah terdapat
sebelumnya. Unsur pertanyaan tersebut penting dipertanyakan
dalam implementasi kebijakan.
4) Ketepatan Lingkungan
Terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam
ketepatan lingkungan yaitu lingkungan internal kebijakan yang
terdapat interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan
pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait dan
lingkungan eksternal kebijakan yang terdapat persepsi publik
(public opinion) terhadap kebijakan serta implementasinya,
terdapat interpretasi dari lembaga strategis pada masyarakat
seperti media massa, kelompok kepentingan serta terdapat
individu yang dapat mempunyai peranan penting dalam
menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
2. Fokus penelitian ini juga untuk menjelaskan faktor penghambat dalam
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang
Ketertiban Wisata (Studi Pengelolaan Sampah Wisata Pantai Tanjung

Setia Kabupaten Pesisir Barat).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana para peneliti melakukan
penelitian terutama dalam menangkap fenomena ataupun peristiwa yang

sebenarnya terjadi yang berasal dari objek tertentu yang diteliti dalam
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rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moelong, 2016).
Sesuai dengan fokus penelitian, lokasi penelitian bertempat di wisata
Pantai Tanjung Setia kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
ini dipilih dikarenakan, penulis menemukan beberapa fenomena atau
permasalahan terkait dengan ketertiban pariwisata di lokasi penelitian
tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk
kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.
Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan
dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian
berlangsung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:

1) Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari lapangan
penelitian baik dari metode wawancara dan hasil observasi kepada
informan. Wawancara dilakukan kepada informan vyang telah
ditentukan dengan adanya panduan wawancara dengan tujuan
mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018
Tentang Ketertiban Wisata (Studi Wisata Pantai Tanjung Setia
Kabupaten Pesisir Barat).

2) Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa data
mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu wisata Pantai

Tanjung Setia.

Instrumen Penelitian

Instrumen dikatakan sebagai alat yang digunakan oleh ahli analisis untuk
mensistematiskan pengumpulan data, dan instrumen yang baik harus valid

dan reliabel. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk
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melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan
pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi,
dsh. Pernyataan tersebut senada dengan pengertian instrumen penelitian
menurut Sugiyono (2018) yang mengungkapkan bahwa instrumen
penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati atau diteliti. Adapun instrumen dalam
penelitian ini yang digunakan peneliti dalam memperoleh data serta

informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peneliti sendiri, yakni dengan melakukan observasi dengan lingkungan
atau instansi terkait dengan melakukan wawancara beserta
dokumentasi terhadap objek yang diteliti.

2) Pedoman wawancara, yakni dengan menyiapkan pertanyaan tertulis
yang disusun dengan secara terstruktur untuk mendapatkan data yang
akurat berupa tanggapan atau respon terhadap masalah atau fenomena
yang diteliti.

3) Catatan lapangan, yakni digunakan sebagai alat atau saran bagi peneliti
untuk mencatat seluruh informasi terkait sesuai hasil observasi dan
pengamatan yang diperoleh peneliti selama proses berlangsungnya

penelitian di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek
penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang
diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat
sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek
penelitian.
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Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Moleong (2016) wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu
wawancara dengan metode wawancara mendalam (In-Depth
Interview). Wawancara mendalam merupakan proses menggali
informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan
fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini
metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil yang
diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah mendapatkan
data yang akurat yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam
penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan
beberapa informan terkait dengan Implementasi Kebijakan Ketertiban
Wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Alasan peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa informan tersebut dikarenakan informan
tersebut sebagai pihak pembuat kebijakan sekaligus sebagai pihak

yang merasakan adanya kebijakan ketertiban wisata.

Tabel 3. Data Informan Penelitian

No. Nama Keterangan

1. EkoY. Nainggolan., S.S JF.Adyatama Kepariwisatan Dinas Pariwisata
Kabupaten Pesisir Barat

2. Hudri.,, S KM.,,M.M Kepala Bidang Usaha Jasa Pariwisata Dinas
Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

3. Puspita Maharisa., S.ST  Analis Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten
Pesisir Barat

4.  Eky Putra Ketua Pokdarwis Setia Wisata pada Wisata
Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat

5. Rahmadia Utami Pemilik penginapan Lovina Krui Surf Pantai
Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat

6.  Gustiana Pengunjung Wisata Pantai Tanjung Setia

7. Sumini Masyarakat Setempat Pantai Tanjung Setia

8. Jarwo Pedagang Pantai Tanjung Setia

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024
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2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
pengamatan secara langsung terhadap gejala ataupun fenomena yang
hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data
apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat
secara sistematis serta dapat dikontrol keandalanya (reliabilitas) dan
validitasnya. Observasi dalam penelitian ini mengamati Implementasi
Kebijakan Ketertiban Wisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018)

3. Dokumentasi. Pada penelitian ini dokumentasi berupa pengumpulan
data dari berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu di Dinas
Pariwisata ~ Kabupaten Pesisir Barat. Dokumentasi  berupa
pengumpulan informasi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen
berbentuk arsip maupun gambar yang berkaitan dengan peraturan
daerah tentang ketertiban wisata atau bentuk kegiatan dan kunjungan

wisata pada wisata Pantai Tanjung Setia.

Tabel 4. Daftar Dokumentasi

No. Dokumen Substansi
1. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun Ketertiban Wisata
2018
2. Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2009  Kepariwisataan
3. Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2012  Pembentukan Kabupaten
Pesisir Barat
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-
2037

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal peneliti terjun
ke lapangan sampai pada akhir dan berinteraksi dengan latar dan orang
(subjek) dalam rangka pengumpulan data. Menurut Bogdan (Sugiyono,
2013) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis
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menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014)
untuk menganalisis data hasil penelitian. Terdapat tiga langkah teknik

analisis yang digunakan yaitu:

1. Reduksi Data Reduksi data, merupakan komponen utama dalam
analisis ~ yang  merupakan  proses  seleksi,  memfokuskan,
penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang
penelitian.

2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan
penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun
secara logis dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar
cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh
karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan

pemantapan penelusuran data.

Pengumpulan Data > Penyajian Data

Reduksi Data

A 4

Kesimpulan/Penarikan

Gambar 4. Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)
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Teknik Keabsahan

Data Menurut Moleong (2016), keabsahan data merupakan standar
validitas dari data yang diperoleh. Keabsahan data dalam sebuah penelitian
merupakan hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik keabsahan data derajat kepercayaan (credibility), dengan

menggunakan teknik:
1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dari konstruksi kenyataan
yang ada pada saat peneliti mengumpulkan data. Teknik triangulasi
yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yakni
pengujian kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang telah
didapat melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dari
Balitbangda Provinsi Lampung serta informan dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sumber data yang diperoleh dari
informan tersebut akan dideskripsikan dan dikategorisasikan, sehingga

selanjutnya data dapat dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.
2. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian untuk
dijadikan sebagai data pendukung dan membuktikan data yang telah
diperoleh oleh peneliti valid. Kecukupan referensi yang digunakan oleh
peneliti, yaitu alat perekam wawancara serta berbagai data tentang
gambaran keadaan penelitian yang didukung oleh foto-foto. Rekaman
wawancara tersebut peneliti gunakan untuk mendukung dan
mempermudah dalam mencatat data dan membandingkan data dari para
informan di lapangan. Sedangkan, foto-foto yang berkaitan dengan
penelitian digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran
mengenai penelitian yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Sugiyono (2013) mengenai kecukupan bahan referensi, yaitu
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adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan
oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung
dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia,

atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.



5.1

5.2

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari teori model Richard Matland tersebut dari 4 ketepatan, 3 diantaranya
sudah sesuai dalam teori tersebut dan ada 1 ketepatan yang belum berhasil
dalam implementasi kebijakan ketertiban wisata di Kabupaten Pesisir
Barat yakni ketepatan target diantaranya permasalahan yang muncul pada
saat proses berlangsungnya kebijakan tersebut ialah belum adanya
penetapan target yang secara spesifik dan konkret atau yang dapat diukur
ketercapaiannya, sehingga keberhasilan pengimplementasian target
kebijakan sulit dicapai. Kemudian, faktor penghambat implementasi ini
berupa kesadaran masyarakat akan pemahaman Kketertiban wisata dan
pemahaman wisatawan terhadap Kkebijakan Kketertiban wisata serta
kurangnya aktor kebijakan atau sumberdaya manusia dalam pelaksanaan
implementasi kebijakan, seperti penyuluh pariwisata.

Saran

Pertama, diharapkan dari segi ketepatan targetnya yang belum konkret dan
spesifik, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat lebih
memperhatikan perumusan indikator pencapaian taget dalam implementasi
kebijakan. Salah satunya dengan penggunaan key performance indicator
(KPI) atau disebut juga indikator kinerja utama dalam penyusunan target.
Penggunaan key performance indicator sebagai alat bantu ukur kinerja
pecapaian target sangat bermanfaat untuk dapat mengetahui seberapa jauh
usaha yang dilakukan dalam memberikan dampak dan memudahkan
pelaksana kebijakan bagian mana yang menjadi prioritas dan bagian mana
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yang menjadi fokus penting dalam kebijakan. Kedua, perlu adanya
pemahaman lebih mendalam tentang kebijakan ketertiban wisata untuk
masyarakat dan wisatawan yang ada di Pantai Tanjung Setia. Pemahaman
yang diberikan dapat berupa sosialisasi kepada pihak usaha pariwisata dan
kelompok sadar wisata agar memudahkan penyampaikan informasi kepada
sasaran pelaksanaan kebijakan.
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